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Abstract: Pelalawan district often finds that the price of buying and selling transactions for 
land and buildings that occur during the transfer of rights does not match the actual 
transaction price, this creates an imbalance that can be detrimental to taxpayers and local 
government agencies themselves, such as buying and selling transactions that occur far 
away. below the actual market price used as the basis for NPOP in calculating BPHTB. If 
this is done intentionally, then the action can be categorized as tax evasion. The approach 
used in this research is an empirical juridical approach. The data used in this research are 
secondary data and primary data. All data and materials obtained from research results are 
compiled and analyzed qualitatively, and presented in qualitative descriptive form. From the 
research results, it can be explained that: First, the implementation of buying and selling 
transactions in relation to regional tax validation by the Regional Financial and Asset 
Management Agency of Pelalawan Regency has no authority to validate price determination 
that exceeds the price of buying and selling transactions that have been made by the parties 
and there are no regulations. which requires validation of pricing determinations. The 
Pelalawan Regency Regional Financial and Asset Management Agency only has the 
authority to check the payment of tax deposits in the transfer of rights to land and buildings, 
as well as ensuring whether the tax deposits have been paid by the parties in the sale and 
purchase transaction for the transfer of rights to land and buildings. Second, the legal 
consequences of buying and selling transactions in relation to the validation of regional taxes 
by the Regional Financial and Asset Management Agency of Pelalawan Regency, where the 
Notary as PPAT must wait for the day, date and time to be included when the parties appear. 
The inclusion of the day, date, month, year and time when the parties appear will only be 
included at the beginning of the Sale and Purchase Deed after the validation process is 
complete. The notary as PPAT for this action violates the UUJN, because there is an element 
of falsification in that the inclusion of the day, date, month, year and time when appearing 
does not correspond to the reality that occurred when the parties appeared. The action of the 
Notary as PPAT to include false information in the authentic deed results in the deed 
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becoming null and void. A notary as a PPAT can be punished for false information stated in 
the deed. 
 
Keyword: BPHTB Tax Validation, Regional Financial and Asset Management Agency, 
Notary/PPAT 

 
Abstrak: Kabupaten Pelalawan seringkali ditemukan harga transaksi jual beli atas tanah dan 
bangunan yang terjadi dalam peralihan hak tidak sesuai dengan harga transaksi yang 
sebenarnya, hal ini menimbulkan ketimpangan yang bisa merugikan wajib pajak dan instansi 
pemerintah daerah itu sendiri, seperti misalnya transaksi jual beli yang terjadi jauh di bawah 
harga pasar sebenarnya yang digunakan sebagai dasar NPOP dalam penghitungan BPHTB. 
Jika hal tersebut dilakukan dengan sengaja, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan 
sebagai tax evasion (penggelapan pajak). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 
sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil 
penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif 
kualitatif.  Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Pelaksanaan transaksi jual 
beli dalam kaitannya dengan validasi pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah Kabupaten Pelalawan tidak berwenang untuk melakukan validasi penentuan 
harga yang melebihi harga transaksi jual beli yang telah dibuat para pihak dan tidak terdapat 
aturan yang mengharuskan validasi penentuan harga. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Daerah Kabupaten Pelalawan hanya berwenang untuk melakukan pengecekan terhadap 
pembayaran setoran pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan, serta memastikan 
apakah setoran pajak sudah dibayarkan para pihak dalam transaksi jual beli peralihan hak atas 
tanah dan bangunan. Kedua, Akibat hukum transaksi jual beli dalam kaitannya dengan 
validasi pajak daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 
Pelalawan, dimana Notaris selaku PPAT harus menunggu untuk pencantuman hari, tanggal 
dan jam pada saat para pihak menghadap. Pencantuman hari, tanggal, bulan tahun dan jam 
saat para pihak menghadap itu baru akan dicantumkan pada bagian awal Akta Jual Beli 
setelah proses validasi selesai. Notaris selaku PPAT atas tindakan tersebut menyalahi UUJN, 
karena ada unsur pemalsuan bahwa pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pada 
saat menghadap tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada saat para pihak menghadap. 
Tindakan Notaris selaku PPAT memasukkan keterangan palsu pada akta otentik berakibat 
akta menjadi batal demi hukum. Notaris selaku PPAT dapat dipidana dengan keterangan 
palsu yang dituangkan dalam akta tersebut. 
 
Kata Kunci: Validasi Pajak BPHTB, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
Notaris/PPAT 
 
 
PENDAHULUAN 

Tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk memperoleh 
tujuan tersebut, diperlukan dana yang cukup besar, Sumber pembiayaan Negara pada 
umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak karenanya 
pemungutan pajak merupakan pilihan utama.1 

 
1 Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 2. 
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Pakar perpajakan mengatakan pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat 
ke sektor publik, yang pemungutannya tidak mendapat imbalan secara langsung. Penarikan 
atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai 
suatu fungsi essensial. Tanpa   pemungutan pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan 
negara akan lumpuh terutama bagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, karena 
pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara.2 

Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan berbagai potensi daerahnya 
masing-masing tentunya hal ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pemerintah pusat 
dalam mengawasi dan mengelola daerah- daerah tersebut. Untuk mempermudah dan 
mengefisienkan pengelolaan keuangan negara serta mempermudah pemungutan pajak, 
pemerintah melalui Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
memberikan ruang lebih banyak kepeda pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya 
masing masing. 

Secara garis besar pajak di Indonesia dibagi 2 (dua), yaitu:3 

1. Pajak Negara/Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat penyelenggaraannya 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, digunakan untuk pembiayaan rumah tangga 
negara umumnya. 

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, daerah Kabupaten dan Kota 
guna pembiayaan rumah tangga daerah masing- masing. 

Hal ini seijalan deingan keibijakan peimeirintah teintang otonomi daeirah seibagaimana 
diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 23 Tahuin 2014 teintang Peimeirintahan Daeirah Pasal 286 
meingatakan bahwa Pajak daeirah dan Reitribuisi daeirah diteitapkan deingan Uindang uindang 
yang peilaksanaan di daeirah diatuir leibih lanjuit deingan Peirda. Peingatuiran leibih lanjuit teintang 
pajak daeirah diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 28 Tahuin 2009 teintang Pajak Daeirah dan 
Reitribuisi Daeirah, yang dalam peirkeimbangannya teilah digantikan oleih Uindang Uindang 
Nomor 1 tahuin 2022 teintang Huibuingan Keiuiangan Peimeirintah Puisat dan Peimeirintahan 
Daeirah walauipuin peilaksanaanya beiluim diteirapkan oleih peimeirintah. Salah satui pajak yang 
diatuir adalah pajak Beia Peiroleihan Ha katas Tanah dan Banguinan (BPHTB), pada pasal 85 
ayat ( 1 ) Uindang Uindang Nomor 28 tahuin 2009 dijeilaskan   Objeik Pajak Beia Peiroleihan 
Hak atas Tanah dan Banguinan adalah Peiroleihan Ha katas Tanah dan/ataui Banguinan. Salah 
satui seibab timbuilnya pajak BPHTB ini dikareinakan adanya Peirjanjian Juial Beili. 

Juial Beili meiruipakan peirjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satui (si 
peinjuial) beirjanji uintuik meinyeirahkan hak milik atas suiatui barang, seidang pihak yang lainnya 
(si peimbeili) beirjanji uintuik meimbayar harga yang teirdiri atas seijuimlah uiang seibagai imbalan 
dari peiroleihan hak milik teirseibuit.4 

Meinuiruit Pasal 1458 Kitab Uindang Uindang Huikuim Peirdata, juial beili suidah dianggap 
teirjadi antara keiduia beilah pihak seikeitika seiteilah meireika meincapai seipakat teintang barang dan 
harga, meiskipuin barang itui beiluim diseirahkan mauipuin beiluim dibayar, seihingga deingan 
lahirnya “kata seipakat” maka lahirlah peirjanjian itui dan seikalian pada saat itui meinyeibabkan 
timbuilnya hak dan keiwajiban. Oleih kareina itui peirjanjian juial beili seiring dikatakan seibagai 
prjanjian konseinsuiil ataui diseibuit juiga “peirjanjian obligatuir”. 55 
Peiroleih hak atas tanah dan ataui banguinan banguinan diseibabkan oleih : 6 

 
2 Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 1. 
3 Rochmat Soeimitro, Peingantar Singkat Huikuim Pajak, PT.Eireisco, Banduing, 1992, 
hlm. 8. 
4 A Qirom Syamsuidin Meiliala, Pokok-Pokok Huikuim Peirjanjian Beiseirta Peirkeimbangannya, Libeirty, 
Yogyakarta, 1985, hlm.38. 
5 Ibid, hlm.39. 
6 Darwin, Pajak Daeirah Dan Reitribuisi Daeirah, Mitra Wacana Meidia, Jakarta, 2010, 
hlm.141. 
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1. Peimindahan hak kareina: juial beili, tuikar meinuikar, hibah, hibah wasiat, waris, peimasuikan 
dalam peirseiroan ataui badan huikuim lainnya, peimisahan hak yang meingakibatkan 
peiralihan, peinuinjuikan peimbeili dalam leilang, peilaksanaan puituisan hakim yang 
meimpuinyai keikuiatan huikuim teitap, peinggabuingan uisaha, peileibuiran uisaha, peimeikaran 
uisaha dan hadiah; dan 

2. Peimbeirian hak barui yang dikareinakan keilanjuitan peileipasan hak dan di luiar peileipasan 
hak. 

Uintuik meinindak lanjuiti amanat dari Uindang Uindang No. 28 tahuin 2009, Peimeirintah 
Daeirah Kabuipatein Peilalawan meineirbitkan Peiratuiran Buipati Nomor 24 tahuin 2022 teintang 
Peineirapan Sisteim Onlinei Pajak Daeirah Kabuipatein Peilalawan, Pasal 1 angka 18 meingatakan 
bahwa Beia Peiroleihan Ha katas Tanah dan Banguinan adalah pajak atas peiroleihan hak atas 
tanah dan/ataui banguinan. Beisarnya tarif BPHTB yang diteitapkan paling tinggi adalah 5% 
seiteilah dikuirangi deingan Nilai Objeik Pajak Tidak Keina Pajak seibeisar Rp. 60.000.000. 
Meingingat Juial Beili meiruipakan keiseipakatan keiduia beilah pihak teintuilah haruis juiga 
meimpeirhatikan nilai yang wajar deingan beirpeidoman pada nilai NJOP (Nilai Juial Objeik 
Pajak) pada saat transaksi Juial Beili dilaksanakan, kareina itui Peimeirintah Daeirah seibagai 
peimuinguit pajak beirkeiwajiban meilakuiakan validasi peinghituingan teirhadap objeik pajak yang 
dipeirjuial beilikan teirseibuit. 

Dasar huikuim validasi pajak BPHTB diatuir dalam Peiratuiran Direiktorat Jeindral Pajak 
Nomor PEiR-21/PJ/2019 teintang Peiruibahan Keiduia atas Peiratuiran Direiktorat Jeindral Pajak 
Nomor PEiR-18/PJ/2017 Teintang Tata Cara Peineilitian Suirat Seitoran BPHTB (SSB) adalah 
seibagai beirikuit:  
1) Peituigas (FO) meineirima formuilir beirkas Suirat Seitoran Pajak Daeirah (SSPD) BPHTB 

dari Wajib Pajak. 
2) Beirkas diteiliti dan diveirifikasi oleih peituigas peilayanan administrasi pajak dan reitribuisi 

daeirah. 
3) Peirsyaratan beirkas kuirang ataui tidak leingkap akan dikeimbalikan keipada wajib pajak. 
4) Beirkas yang suidah leingkap akan direikap oleih peituigas dan dibuiatkan tanda teirima 

proseis validasi. 
5) SSPD BPHTB diparaf oleih Keipala Suibid, Keipala Bidang, dan Seikreiris. 
6) SSPD   BPHTB   ditanda   tangani   oleih   keipala Bapeinda yang      seilanjuitnya akan 

diseirahkan keipada wajib pajak. 
Validasi teirhadap Juial Beili Tanah dilakuikan uintuik meingeitahuii dan meimastikan 

meingeinai keibeinaran data peiralihan hak atas tanah dan banguinan yang teircantuim dan teirteira 
dalam Suirat Seitoran Pajak Daeirah Beia Peiroleihan Hak Atas Tanah dan Banguinan (SSPD 
BPHTB) yang dihituing seindiri oleih wajib pajak kareina sisteim peimuinguitan pajak adalah 
seicara Seilf Asseismeint Systeim. 

Seilf Asseissmeint Systeim adalah suiatui sisteim peirpajakan dalam mana inisiatif uintuik 
meimeinuihi keiwajiban peirpajakan beirada di Wajib Pajak.7   Sisteim   peimuinguitan   pajak   
deingan   Seilf   Asseissmeint   Systeim 
 uintuik meinghituing, meinyeitor dan meilaporkan seindiri pajak teiruitang seidangkan fiskuis hanya 
meingawasi saja. 

Validasi meiruipakan syarat yang haruis dilakuikan seibeiluim Fuingsi Peilayanan 
meinandatangani SSPD BPHTB. Apabila SSPD BPHTB beiluim ditanda-tangani oleih Fuingsi 
Peilayanan BPKAD (Badan Peingeilola Keiuiangan dan Aseit Daeirah), maka peinandatangan akta 
peiralihan hak dihadapan PPAT/Notaris juiga beiluim dapat dilakuikan PPAT/Notaris hanya dapat 
meinandatangani akta peiralihan hak teirseibuit seiteilah wajib pajak meinyeirahkan buikti 

 
7 Safri Nuirmanui, Peingantar Peirpajakan, Yayasan Obor Indoneisia, Jakarta, 2003, hlm, 
110. 
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peimbayaran pajak keipada PPAT/Notaris yang beirsangkuitan. Seiteilah hasil validasi/veirifikasi 
dikeiluiarkan oleih BPKAD, maka akan dipeiroleih beibeirapa keimuingkinan diantaranya adalah 
timbuilnya pajak Kuirang Bayar (KB) dalam hal Nilai Peiroleihan Objeik Pajak (NPOP) leibih 
reindah dibandingkan hasil validasi. Seidangkan timbuilnya pajak Leibih Bayar (LB) adalah 
kareina NPOP leibih tinggi dibandingkan hasil validasi. 

Dalam prakteiknya di kabuipatein Peilalawan seiringkali diteimuikan harga transaksi juial 
beili atas tanah dan banguinan yang teirjadi dalam peiralihan hak tidak seisuiai deingan harga 
transaksi yang seibeinarnya, hal ini meinimbuilkan keitimpangan yang bisa meiruigikan wajib 
pajak dan instansi peimeirintah daeirah itui seindiri, seipeirti misalnya transaksi juial beili yang 
teirjadi jauih di bawah harga pasar seibeinarnya yang diguinakan seibagai dasar NPOP dalam 
peinghituingan BPHTB. Jika hal teirseibuit dilakuikan deingan seingaja, maka tindakan teirseibuit 
dapat dikateigorikan seibagai tax eivasion (peinggeilapan pajak). 

Namuin teirdapat juiga peinghituingan pajak BPHTB yang dibeibankan keipada wajib pajak 
deingan harga yang jauih di atas harga transaksi, hal ini diseibabkan oleih peineitapan harga juial 
objeik pajak diteitapkan seindiri oleih dinas peindapatan daeirah deingan beirdasarkan harga pasar 
seihingga tidak meingacui pada sisteim peimuinguitan pajak seicara Seilf Asseismeint Systeim, hal ini 
meinimbuilkan keitidakpastian huikuim. 

Dalam transaksi juial beili, pajak PPh haruis dibayar seisuiai keiteintuian yang beirlakui dan 
pajak BPHTB haruis dibayar seisuiai harga peingalihan hak atas tanah dan banguinan yang 
seibeinarnya. Jika tidak dipeirhatikan, maka hal teirseibuit meiruipakan suiatui peinghindaran pajak 
seikaliguis peinggeilapan pajak yang dapat dikeinakan sanksi seisuiai deingan keiteintuian 
peirpajakan. Dalam hal inilah peintingnya validasi BPHTB dilakuikan, seilain uintuik meingeitahuii 
teintang keibeinaran dan keibeiradaan objeik pajak seirta keileingkapan data peiroleihan hak atas 
tanah dan banguinan, juiga uintuik meinghindari peinghindaran- peinghindaran pajak yang dapat 
dilakuikan oleih wajib pajak, kareina sisteim peimuinguitan pajak BPHTB dilakuikan deingan Seilf 
Asseismeint Systeim, wajib pajaklah yang meineintuikan dan meinghituing seindiri pajak BPHTB 
yang akan dibayarnya 
 
METODE 

Meitodei peinuilisan yang dipeirguinakan dalam peinuilisan teisis ini adalah meitodei 
peineilitian huikuim Yuiridis Eimpiris yaitui peineilitian yang beirtitik tolak pada peineilitian 
bagaimana huikuim yang beirlakui dalam masyarakat seirta bagaimana peilaksanaan suiatui 
atuiran yang suidah beirlakui dalam keinyataan di masyarakat, teiruitama akibat huikuim 
transaksi juial beili dalam kaitannya deingan validasi pajak daeirah oleih Badan Peingeilolaan 
Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Validasi terhadap Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan Di Kabupaten 
Pelalawan. 

Validasi adalah peineintuian harga dalam peiralihan hak juial beili atas bidang tanah 
teirteintui yang dilakuikan oleih warga masyarakat ataui peingeiceikan tanda buikti seitoran 
peimbayaran Beia Peiroleihan Hak atas Tanah dan Banguinan Validasi dapat diartikan seibagai 
suiatui tindakan peimbuiktian deingan meingguinakan cara yang seisuiai deingan proseis, proseiduir, 
keigiatan, sisteim, peirleingkapan ataui meikanismei yang diguinakan dalam peingawasan uintuik 
meincapai hasil yang diinginkan ataui yang dikeiheindaki. Validasi adalah suiatui tindakan 
peimbuiktian deingan tata cara ataui meitodei yang seisuiai deingan atuiran yang beirlakui seicara teiruis 
meineiruis (konsistein) guina meincapai suiatui tuijuian ataui hasil yang diinginkan. 

Validasi ataui peimeiriksaan meinuiruit Peiratuiran Daeirah Nomor 09 Tahuin 2010 teintang 
Beia Peiroleihan Hak atas Tanah dan Banguinan pada Pasal 1 angka 28 adalah: “Seirangkaian 
keigiatan meinghimpuin dan meingolah data, keiteirangan, dan/ataui buikti yang dilaksanakan 
seicara objeiktif dan profeissional beirdasarkan suiatui standar peimeiriksaan uintuik meinguiji 
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keipatuihan peimeinuihan keiwajiban peirpajakan daeirah dan reitribuisi dan/ataui uintuik tuijuian 
lain dalam rangka 

meilaksanakan keiteintuian peiratuiran peiruindang- uindangan peirpajakan daeirah dan 
reitribuisi daeirah”. 

Validasi dilaksanakan seibagai salah satui syarat peindaftaran peiralihan hak atas tanah 
dan banguinan di Kabuipatein Peilalawan. Validasi deingan peineintuian harga tanah dan banguinan 
diteintuikan oleih Peimeirintah Daeirah yang diatuir oleih Peiratuiran Daeirah masing-masing seisuiai 
deingan keibijakan Peimeirintah Daeirah. Peimeirintah Daeirah meineintuikan harga pada proseis 
validasi peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan banguinan seibeiluim dibuiat Akta Juial Beili 
oleih PPAT. 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah di Kabuipatein Peilalawan seibagai salah 
satui leimbaga teiknis daeirah yang dilatar beilakangi oleih peiruibahan peingeilolaan keiuiangan 
daeirah, yaitui Keipala Daeirah diwajibkan meinyuisuin laporan peirtangguingjawaban keiuiangan 
daeirah yang teirdiri atas laporan Reialisasi APBD, laporan pajak daeirah, Neiraca daeirah, 
laporan aruis kas dan catatan atas laporan keiuiangan daeirah.8 

Hak atas tanah dan banguinan meinuiruit Peiratuiran Daeirah Nomor 09 Tahuin 2010 
teintang Beia Peiroleihan Hak atas Tanah dan Banguinan pada Pasal 1 adalah hak atas tanah, 
teirmasuik hak peingeilolaan, beiseirta banguinan yang ada diatasnya seibagaimana dimaksuid 
dalam uindang-uindang bidang peirtanahan dan banguinan. Peiroleihan hak atas tanah dan 
banguinan adalah peirbuiatan ataui peiristiwa huikuim yang meingakibatkan dipeiroleihnya hak atas 
tanah dan/ataui banguinan oleih orang pribadi ataui badan. 

Peiroleihan hak atas tanah dan banguinan seisuiai keiteintuian Peiratuiran Daeirah Nomor 09 
Tahuin 2010 teintang Beia Peiroleihan Hak atas Tanah dan Banguinan pada Pasal 2 ayat (3) 
adalah: 
1) Peimindahan hak kareina: Juialbeili; Tuikar meinuikar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; 

Peimasuikan dalam peirseiroan ataui badan huikuim lain; Peimisahan hak yang 
meingakibatkan peiralihan; Peinuinjuikan peimbeili dalam leilang; Peilaksanaan puituisan hakim 
yang meimpuinyai keikuiatan huikuim teitap; Peinggabuingan uisaha; Peileibuiran uisaha; 
Peimeikaran uisaha; ataui Hadiah. 

2) Peimbeirian hak barui kareina: Keilanjuitan peileipasan hak; ataui Di luiar peileipasan hak. 
Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan beirweinang 

uintuik meinghimpuin dan meingolah data, keiteirangan, dan/ataui buikti dalam peimeinuihan 
keiwajiban peirpajakan daeirah dan reitribuisi dan/ataui uintuik tuijuian lain dalam rangka 
meilaksanakan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan peirpajakan daeirah dan reitribuisi 
daeirah. Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan meinjadi 
bagian peinting dalam peingeilolaan peirpajakan daeirah dan reitribuisi daeirah. 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan meilakuikan 
validasi pada peiralihan hak atas tanah dan banguinan teirlihat dalam keiweinangan yang 
teilah dibeirikan Peimeirintah Daeirah. Validasi dalam peiralihan hak atas tanah dan 
banguinan yang dilakuikan Peimeirintah Daeirah seibagai syarat uintuik peimbuiatan Akta Juial 
Beili oleih Notaris seilakui PPAT. Akta Juial Beili yang teilah dibuiat dan ditandatangani 
Notaris seilakui PPAT akan meinjadi syarat dalam peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan 
banguinan di Kabuipatein Peilalawan. 

Keiteintuian Peiratuiran Direiktuir Jeindral Pajak Nomor 26/PJ/2010 teintang Tata Cara 
Peineilitian Suirat Seitoran Pajak BPHTB (SSB) Dari Peiralihan Hak atas Tanah dan 
Banguinan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa: 
a. Meincocokan Nilai Objeik Pajak (NOP) yang dicantuimkan dalam SSB deingan NOP 

yang teircantuim dalam fotocopy Suirat Tanda Teirima Seitoran (STTS) ataui buikti 

 
8 Wawancara deingan Deivitson Saharuiddin, SH, MH, seilakui Keipala BPKAD Kabuipatein Peilalawan, 
wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juili 2023. 
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peimbayaran PBB lainnya; 
b. Meincocokan NJOP buimi peir meiteir peirseigi, yang dicantuimkan dalam SSB deingan 

NJOP buimi peir meiteir peirseigi pada basis data PBB; 
c. Meincocokan NJOP banguinan peir meiteir peirseigi, yang dicantuimkan dalam SSB 

deingan NJOP banguinan peir meiteir peirseigi pada basis data PBB; 
d. Meineiliti keibeinaran peinghituingan BPHTB yang meilipuiti komponein Nilai Peiroleihan 

Objeik Pajak (NPOP), Nilai Peiroleihan Objeik Pajak Tidak Keina Pajak (NPOPTKP), 
tarif peingeinaan atas objeik pajak teirteintui beisarnya BPHTB yang teiruitang dan BPHTB 
yang haruis dibayar; dan 

e. Meineiliti keibeinaran peinghituingan BPHTB yang diseitor, teirmasuik beisarnya 
peinguirangan yang dihituing seindiri. 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan dalam validasi 
atas peineintuian harga teirhadap transaksi juial beili hak atas tanah dan banguinan di Kabuipatein 
Peilalawan seilama ini tidak seisuiai deingan Peiratuiran Direiktorat Jeindral Pajak Nomor 
26/PJ/2010 teintang Tata Cara Peineilitian Suirat Seitoran Pajak BPHTB (SSB) Dari Peiralihan 
Hak atas Tanah dan Banguinan.  

Namuin, Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan ikuit 
campuir dalam peineintuian harga yang teilah diseipakati oleih para pihak yang meilakuikan 
transaksi juial beili tanah dan/ataui banguinan. Alasan ini didasarkan pada keinyataan di 
lapangan adanya ikuit campuir dalam peineintuian harga oleih Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan 
Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan, yang meineintuikan harga seisuiai peirintah dari Peimeirintah 
Daeirah dalam peiralihan hak atas tanah dan banguinan. 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan dalam 
peineintuian harga transaksi yang diteirapkan uintuik validasi, seiringkali deingan harga yang 
meileibihi harga transaksi. Padahal seibeinarnya harga yang teilah diseipakati oleih peinjuial dan 
peimbeili suidah meileibihi NJOP dan bahkan suidah leibih duia kali lipat dari NJOP yang teilah 
diteintuikan oleih Peimeirintah Daeirah Kabuipatein Peilalawan. Tidak teirdapat atuiran yang 
meingharuiskan validasi uintuik peineintuian harga. 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan yang beirpeiran 
dalam validasi uintuik peineintuian harga tanah dalam proseis peindaftaran peiralihan hak atas 
tanah dan banguinan meinimbuilkan keicuirigaan uintuik peineintuian harga tanah yang meileibihi 
harga transaksi.9 Peineintuian harga yang meileibihi harga transaksi teirmasuik meiruigikan para 
pihak. Apabila para pihak peinjuial dan peimbeili teilah beirseipakat deingan harga teirteintui, 
keimuidian haruis meinyeisuiaikan harga yang teilah diteintuikan oleih Peimeirintah Daeirah 
Kabuipatein Peilalawan ini meimbeiratkan pihak peinjuial dan peimbeili. 

Masyarakat meirasa keibeiratan teirhadap harga yang diteintuikan Peimeirintah Daeirah 
dalam peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan banguinan. Peineintuian harga yang dilakuikan 
oleih Peimeirintah Daeirah meilanggar asas keibeibasan beirkontrak. Keiteintuian Pasal 1338 ayat (1) 
KUiHPeirdata meingakuii adanya asas keibeibasan beirkontrak deingan meinyatakan bahwa seimuia 
peirjanjian yang dimuiat oleih para pihak yang meilakuikan peirjanjian, seicara sah meingikat para 
pihak seibagai uindang-uindang. 

Keiseipakatan harga yang teilah diseipakati oleih para pihak (peinjuial dan peimbeili) 
meingikat seicara sah seibagai uindang-uindang, peinjuial dan peimbeili beibas meineintuikan isi dan 
syarat-syarat peirjanjian teirmasuik dalam peineintuian harga juial beili. Harga juial beili yang teilah 
diseipakati oleih para pihak teirseibuit hanya meingikat peinjuial dan peimbeili saja, jadi apabila 
Peimeirintah Daeirah juiga meineintuikan harga dalam validasi atas peiralihan hak atas tanah dan 
banguinan maka Peimeirintah Daeirah meilanggar asas keibeibasan beirkontrak. Beirdasarkan 
keiteintuian Pasal 4 ayat (2) Peiratuiran Daeirah Nomor 09 Tahuin 2010 teintang Beia Peiroleihan 

 
9 Wawancara deingan Deivitson Saharuiddin, SH, MH, seilakui Keipala BPKAD Kabuipatein Peilalawan, 
wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juili 2023. 
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Hak atas Tanah dan Banguinan, Dasar peingeinaan Pajak seisuiai deingan Nilai Juial Objeik Pajak 
adalah: 

Nilai Peiroleihan Objeik Pajak seibagaimana dimaksuid ayat (1), dalam hal: 
a) Juial beili adalah harga transaksi; 
b) Tuikar meinuikar adalah nilai pasar; 
c) Hibah adalah nilai pasar; 
d) Hibah wasiat adalah nilai pasar; 
e) Waris adalah nilai pasar; 
f) Peimasuikan dalam peiruisahaan ataui badan huikuim lainnya adalah nilai pasar; 
g) Peimisahan hak yang meingakibatkan peiralihan adalah nilai pasar; 
h) Peiralihan hak kareina peilaksanaan puituisan hakim yang meimpuinyai keikuiatan huikuim 

teitap adalah nilai pasar; 
i) Peimbeirian hak barui atas tanah seibagai keilanjuitan dari peileipasan hak adalah nilai pasar; 
j) Peimbeirian hak barui atas tanah di luiar peileipasan hak adalah nilai pasar; 
k) Peinggabuingan uisaha adalah nilai pasar; 
l) Peileibuiran uisaha adalah nilai pasar; 
m) Peimeikaran uisaha adalah nilai pasar; n. Hadiah adalah nilai pasar, dan/atau 
n) Peinuinjuikan peimbeili dalam leilang adalah harga transaksi yang teircantuim dalam risalah 

leilang. 
Nilai Juial Objeik Pajak pada transaksi juial beili tanah dan banguinan adalah seisuiai 

deingan harga transaksi, apabila Peimeirintah Daeirah Kabuipatein Peilalawan ikuit seirta dalam 
peineintuian harga dalam validasi maka tidak seisuiai deingan Peiratuiran Daeirah Nomor 09 Tahuin 
2010 teintang Beia Peiroleihan Hak atas Tanah dan Banguinan. Harga transaksi meiruipakan harga 
yang teilah diseipakati oleih peinjuial dan peimbeili atas suiatui barang ataui beinda teirteintui. 

Peimeirintah Daeirah Kabuipatein Peilalawan meilaluii Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan 
Aseit Daeirah beirpeiran atas peineintuian harga dalam validasi pada proseis peindaftaran 
peiralihan hak atas dan banguinan juiga meilanggar asas peirsonalitas. Asas Peirsonalitas pada 
Pasal 1340 ayat (1) KUiHPeirdata meinyatakan bawa peirjanjian yang dibuiat para pihak itui, 
hanya beirlakui bagi meireika yang meimbuiat peirjanjian teirseibuit. Deingan deimikian, asas 
peirsonalitas beirmakna bahwa kontrak ataui peirjanjian hanya beirlakui bagi pihak-pihak yang 
meimbuiatnya. Asas Peirsonalitas pada peirjanjian juial beili bidang tanah teirteintui hanya 
beirlakui antara pihak-pihak yang meingadakan peirjanjian juial beili teirseibuit, yang dalam hal 
ini adalah hanya peinjuial dan peimbeili saja yang beirweinang atas peirjanjian teirseibuit.10 Badan 
Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah tidak teirmasuik para pihak dalam peirjanjian juial 
beili hak atas tanah dan banguinan, deingan   deimikian   Badan   Peingeilolaan   Keiuiangan   
Dan   Aseit   Daeirah tidak beirweinang dalam peineintuian harga pada proseis validasi 
peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan banguinan di Kabuipatein Peilalawan. 

Harga transaksi pada juial beili tanah dan banguinan di Kabuipatein Peilalawan meinjadi 
acuian dalam dasar peingeinaan Nilai Juial Objeik Pajak yang akan meinjadi peineintuian harga 
dalam validasi. Namuin, dilihat dari kondisi lapangan harga transaksi yang teilah diseipakati 
oleih pihak peinjuial dan peimbeili dapat diuibah dan diteintuikan lagi oleih Peimeirintah Daeirah 
pada validasi atas peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan banguinan di Kabuipatein 
Peilalawan. 

Suirat Eidaran Nomor 5/SEi/IV/2013 teintang Peindaftaran Peiralihan Hak Atas Tanah 
teirkait deingan Peilaksanaan Uindang-Uindang Nomor 28 Tahuin 2009vteintang Pajak Daeirah 
dan Reitribuisi Daeirah meinyatakan bahwa seihuibuingan deingan hal teirseibuit, beibeirapa hal yang 
peirlui meinjadi peirhatian antara lain: 
1) Agar peilayanan di bidang peirtanahan tidak teirhambat kareina dipeirsyaratkannya teirleibih 

 
10 Wawancara deingan Deivitson Saharuiddin, SH, MH, seilakui Keipala BPKAD Kabuipatein Peilalawan, 
wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juili 2023. 
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dahuilui peingeiceikan (validasi) tanda buikti seitoran peimbayaran pajak pada keigiatan 
peindaftaran hak atas tanah dan banguinan ataui peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan 
banguinan, maka tidak dipeirsyaratkan lagi peingeiceikan tanda buikti seitoran peimbayaran 
pajak pada kantor instansi yang beirweinang pada masing-masing daeirah. 

2) Agar Keipala Kantor Wilayah Badan Peirtanahan Nasional dan Keipala Kantor Peirtanahan 
dapat langsuing meilakuikan proseis peindaftaran hak atas tanah dan banguinan ataui 
peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan banguinan. 

3) Dalam rangka meingantisipasi peimalsuian buikti seitoran peimbayaran BPHTB, maka 
peimohon/kuiasa/ Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT)/Notaris diminta uintuik 
meinyeirahkan buikti peimbayaran pajak dan meimbuiat suirat peirnyataan seisuiai format 
teirlampir, yang meimuiat keiteirangan bahwa yang beirsangkuitan beinar teilah meimbayarkan 
seitoran BPHTB kei kantor instansi yang beirweinang di daeirahnya. 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah seilakui leimbaga Administrasi Neigara 
hanya beirweinang dalam huikuim Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah dan tidak 
beirweinang dalam huikuim privat (huikuim keipeirdataan). Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan 
Aseit Daeirah tidak meimpuinyai keiweinangan uintuik tuiruit seirta dan ikuit campuir dalam 
lapangan keipeirdataan (teirmasuik peineintuian harga pada validasi dalam peiralihan hak juial beili 
atas bidang tanah dan banguinan). Seisuiai deingan Suirat Eidaran Nomor 5/SEi/IV/2013 teintang 
Peindaftaran Peiralihan Hak Atas Tanah teirkait deingan Peilaksanaan Uindang- Uindang Nomor 
28 Tahuin 2009 teintang Pajak Daeirah dan Reitribuisi Daeirah, tidak lagi meimpeirsyaratkan 
validasi oleih kantor instansi yang beirweinang pada masing- masing daeirah. 

Teirkait deingan keiweinangan Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah seilakui 
peijabat Peijabat Administrasi Neigara dalam di bidang huikuim puiblik pada peilayanan uimuim 
dan bidang peinyeileinggaran keiseijahteiraan uimuim haruis meindapatkan peirhatian uitama dari 
Peimeirintah Daeirah, kareina keipeintingan puiblik meiruipakan hak-hak sosial dasar dari 
masyarakat (social rights). Keiweinangan Peimeirintah Daeirah dalam huikuim puiblik beirweinang 
meimbuiat peiratuiran peiruindang-uindangan (reigeiling) dan meimbuiat peiratuiran keibijakan. 
Peimeirintah Daeirah meilaluii Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah tidak beirweinang 
uintuik ikuit campuir dalam peineintuian harga saat proseis validasi peindaftaran peiralihan hak atas 
tanah dan banguinan, Peimeirintah Daeirah dalam bidang huikuim puiblik haruis mampui uintuik 
meimbeirikan keiseijahteiraan sosial masyarakat deingan baik dan tidak meimbeiratkan 
/meimbeibani masyarakat. 
 
Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Dalam Kaitannya Dengan Validasi Pajak Daerah 
Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

PPAT meinuiruit Peiratuiran Peimeirintah Nomor 37 Tahuin 1998 teintang Peiratuiran 
Jabatan Peijabat Peimbuiat Akta Tanah pada Pasal 1 ayat (1) adalah: “Peijabat Peimbuiat 
Akta Tanah, seilanjuitnya diseibuit PPAT adalah peijabat uimuim yang dibeiri keiweinangan uintuik 
meimbuiat akta-akta oteintik meingeinai peirbuiatan huikuim teirteintui meingeinai hak atas tanah ataui 
Hak Milik atas Satuian Ruimah Suisuin”. 

Keiteintuian pada Pasal 2 ayat (2) Peiratuiran Peimeirintah Nomor 37 Tahuin 1998 teintang 
Peiratuiran Jabatan Peijabat Peimbuiat Akta Tanah, meinjeilaskan seicara rinci jeinis-jeinis 
peirbuiatan huikuim yang meimeirluikan akta PPAT seibagai peijabat uimuim bahwa: “Peirbuiatan 
huikuim seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) adalah seibagai beirikuit: a. Juial beili; b. Tuikar 
meinuikar; c. Hibah; d. Peimasuikan kei dalam peiruisahaan (inbreing); ei. Peimbagian hak beirsama; 
f. Peimbeirian Hak Guina Banguinan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik; g. Peimbeirian Hak 
Tangguingan; h. Peimbeirian Kuiasa meimbeibankan Hak Tangguingan.” 

Notaris seilakui PPAT seibagi peijabat uimuim yang beirweinang dalam meimbuiat akta 
oteintik teirhadap peirbuiatan huikuim seisuiai deingan Pasal 2 ayat (2) Peiratuiran Peimeirintah 
Nomor 37 Tahuin 1998 teintang Peiratuiran Jabatan Peijabat Peimbuiat Akta Tanah. Notaris 
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seilakui PPAT meinjadi bagian peinting dalam peimbuiatan dan peindatanganan Akta Juial Beili 
(AJB). 

Akta Juial Beili yang dibuiat dan ditandatangani oleih Notaris seilakui PPAT meinjadi 
salah satui proseis peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan banguinan di Kabuipatein Peilalawan. 
Seibeiluim dibuiat Akta Juial Beili haruis dilakuikan validasi teirleibih dahuilui dalam peindaftaran 
peiralihan hak atas tanah dan banguinan. Seihingga, Notaris seilakui PPAT dapat meimbuiat Akta 
Juial Beili seiteilah dilakuikan validasi oleih DPPKAD dan para pihak teilah meinyeirahkan buikti 
peimbayaran seitoran pajak. 

Notaris seilakui PPAT hanya dapat meinandatangani Akta Juial Beili dalam peiralihan hak 
atas tanah dan banguinan seiteilah para pihak meinyeirahkan buikti peimbayaran pajak beiruipa 
Suirat Seitoran BPHTB (SSB) dan teilah dilakuikan validasi oleih Dinas Peindapatan, 
Peingeilolaan Keiuiangan dan Aseit Daeirah. Keiteintuian Uindang-Uindang Nomor 20 Tahuin 2000 
teintang Beia Peiroleihan Hak atas Tanah dan Banguinan pada Pasal 24 (1) dan Pasal 26 ayat 
(1) bahwa: “Pasal 24 ayat (1) Peijabat Peimbuiat Akta Tanah (PPAT)/Notaris hanya dapat 
meinandatangani akta peimindahan hak atas tanah dan banguinan pada saat wajib pajak 
meinyeirahkan buikti peimbayaran pajak beiruipa Suirat Seitoran BPHTB (SSB). Pasal 26 ayat (1) 
Peijabat Peimbuiat Akta Tanah dan Leilang Neigara yang meilanggar keiteintuian seibagaimana 
dimaksuid pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dikeinakan sanksi administrasi seibeisar Rp. 
7.500.000,00 (tuijuih juita lima ratuis ribui ruipiah) uintuik seitiap peilanggaran.” 

Notaris seilakui PPAT dalam meimbuiat dan meinandatangani Akta Juial Beili haruis 
meinuinggui proseis validasi seileisai deingan tidak meincantuimkan hari,tanggal, builan, tahuin dan 
jam. Validasi teirseibuit meinjadi hambatan dalam peimbuiatan akta pada proseis peiralihan hak 
atas tanah dan banguinan.11 Notaris seilakui PPAT dapat dikeinakan sanksi administrasi dan 
deinda, apabila Notaris seilakui PPAT meinandatangani akta pada proseis peiralihan hak atas 
tanah dan banguinan seibeiluim validasi seileisai dilakuikan. 

Notaris seilakui PPAT juiga meinangguing beiban yang beirat, jika suiatui keitika Akta Juial 
Beili deingan peincantuiman hari,tanggal dan jam yang dilakuikan seiteilah validasi seileisai teirjadi 
masalah, maka akta teirseibuit akan meinjadi rancui. Apabila peincantuiman hari,tanggal, builan, 
tahuin dan jam dilakuikan seiteilah validasi, dan teirjadi masalah teirhadap akta teirseibuit maka 
akta yang dibuiat oleih Notaris seilakui PPAT teirseibuit meinjadi batal deimi huikuim. Notaris 
seilakui PPAT meilanggar keiteintuian Pasal 16 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 
teintang Jabatan Notaris, maka meingakibatkan suiatui akta meinjadi batal deimi huikuim. 
Keiteintuian Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang Jabatan Notaris pada Pasal 84 
teirhadap peilanggaran yang dilakuikan Notaris seilakui PPAT bahwa: “Tindakan peilanggaran 
yang dilakuikan oleih Notaris teirhadap keiteintuian seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 16 
ayat (1), Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, ataui Pasal 52 yang meingakibatkan 
suiatui akta hanya meimpuinyai keikuiatan peimbuiktian seibagai akta di bawah tangan ataui suiatui 
akta meinjadi batal deimi huikuim dapat meinjadi alasan bagi pihak yang meindeirita keiruigian 
uintuik meinuintuit peinggantian biaya, ganti ruigi, dan buinga keipada Notaris.”Keiteintuian Uindang-
Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang Jabatan Notaris pada Pasal 85 teirhadap peilanggaran 
Notaris seilakui PPAT bahwa: “Peilanggaran keiteintuian seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 7, 
Pasal 16 ayat (1) huiruif a, Pasal 16 ayat (1) huiruif b, Pasal 16 ayat (1) huiruif c, Pasal 16 ayat 
(1) huiruif d, Pasal 16 ayat (1) huiruif ei, Pasal 16 ayat (1) huiruif f, Pasal 16 ayat (1) huiruif g, 
Pasal 16 ayat (1) huiruif h, Pasal 16 ayat (1) huiruif i , Pasal 16 ayat (1) huiruif j, Pasal 16 ayat (1) 
huiruif k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ataui 
Pasal 63, dapat dikeinai sanksi beiruipa: 
a) Teiguiran lisan; 
b) Teiguiran teirtuilis; 

 
11 Wawancara deingan Deivitson Saharuiddin, SH, MH, seilakui Keipala BPKAD Kabuipatein Peilalawan, 
wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juili 2023. 
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c) Peimbeirheintian seimeintara; dan 
d) Peimbeirheintian deingan hormat; ataui ei. Peimbeirheintian deingan tidak hormat.” 

Notaris seilakui PPAT meimpuinyai konseikuieinsi dalam meincantuimkan hari,tanggal, 
builan, tahuin dan jam pada akta yang dibuiat dan ditandatangani. Peirmasalahan ini teirjadi pada 
peincantuiman hari,tanggal, builan, tahuin dan jam yang dilakuikan seiteilah validasi seileisai, dan 
para pihak teilah meinghadap keipada notaris pada awal seibeiluim validasi dilakuikan. 

Peincantuiman hari,tanggal, builan, tahuin dan jam pada saat para pihak meinghadap 
beirbeida deingan hari,tanggal, builan, tahuin dan jam seiteilah proseis validasi.12 Notaris seilakui 
PPAT dalam hal ini meimbuiat keiteirangan yang tidak seisuiai deingan keinyataan yang teirjadi ini 
meiruipakan tindakan tidak juijuir. Notaris seilakui PPAT yang tidak juijuir dapat dikeinai teiguiran 
lisan, teirtuilis, peimbeirheintian seimeintara, peimbeirheintian deingan hormat dan tidak hormat. 

Peirmohonan Validasi ini meinjadi meimbeiratkan Notaris seilakui PPAT dalam 
peimbuiatan dan peinandatangan akta peiralihan hak atas tanah dan banguinan, padahal seisuiai 
amanat Suirat Eidaran Badan Peirtanahan Nasional Nomor 5/SEi/IV/2013 teintang Peindaftaran 
Peiralihan Hak Atas Tanah, tidak lagi meinsyaratkan uintuik dilakuikan validasi oleih instansi 
teirkait daeirah Kabuipatein/Kota. Namuin, meinuiruit Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit 
Daeirah kareina BPHTB itui dipeiruintuikan dan meinjadi Peindapatan Asli Daeirah maka keiteintuian 
validasi uintuik peineintuian harga teirseibuit meinjadi suiatui keiharuisan yang dilakuikan pada saat 
proseis peiralihan hak atas tanah dan banguinan di Kabuipatein Peilalawan. 

Kantor ATR/BPN Kabuipatein Peilalawan meingatakan validasi peirlui dilakuikan uintuik 
meimeinuihi keiwajiban peinjuial dan peimbeili dalam proseis peindaftaran peiralihan hak atas tanah 
dan banguinan di Kabuipatein Peilalawan. Validasi ini dilakuikan guina meilihat atas keibeinaran 
objeik pajak dan peinghituingan yang seisuiai deingan standar seisuiai deingan daeirah masing-
masing yang beirbeida satui deingan yang lainnya. 

Proseis validasi meinjadi hambatan Notaris seilakui PPAT deingan waktui yang tidak 
ceipat, dan validasi ini meimbeiratkan juiga uintuik para pihak yang meilakuikan proseis 
peindaftaran peiralihan hak atas tanah dan banguinan. Banyak keicuirigaan dari masyarakat atas 
validasi yang dilakuikan Peimeirintah Daeirah meilaluii Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit 
Daeirah, didasarkan pada peineintuian harga tanah yang meileibihi harga transaksi juial beili tanah 
dan banguinan yang suidah dibeintuik para pihak.  

Notaris seilakui PPAT teirhadap keiharuisan validasi dalam transaksi juial beili pada 
peiralihan hak atas tanah dan banguinan meirasa keibeiratan. Beirdasarkan uiraian-uiraian teirseibuit, 
maka keiharuisan adanya validasi yang dilakuikan oleih Dinas Peindapatan, Peingeilolaan 
Keiuiangan dan Aseit Daeirah pada transaksi juial beili dalam proseis peindaftaran peiralihan hak 
atas tanah dan banguinan tidak peirlui diharuiskan lagi. Para pihak dalam transaksi juial beili hak 
atas tanah dan banguinan suidah meineintuikan harga seindiri dalam juial beili, maka tidak haruis 
dilakuikan lagi validasi peineintuian harga lagi oleih Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit 
Daeirah. 

Notaris seilakui PPAT meingalami hambatan dalam peimbuiatan Akta Juial Beili pada 
peiralihan hak atas tanah dan banguinan, proseis validasi yang lama dan haruis meinuinggui uintuik 
beibeirapa hari ini meimbuiat proseis peimbuiatan akta meinjadi tidak ceipat. Notaris seilakui PPAT 
meimandang adanya keibeiratan deingan peineintuian harga yang meileibihi harga transaksi oleih 
Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan.13 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan seibagai 
peirpanjangan tangan dari Peimeirintah Daeirah yang beirpeiran uintuik meineintuian harga pada 
transaksi juial beili hak atas tanah haruis beirdasarkan Keipuituisan Direiktuir Jeindral Pajak Nomor 

 
12 Wawancara deingan Deivitson Saharuiddin, SH, MH, seilakui Keipala BPKAD Kabuipatein Peilalawan, 
wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juili 2023. 
13 Wawancara deingan Deivitson Saharuiddin, SH, MH, seilakui Keipala BPKAD Kabuipatein Peilalawan, 
wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juili 2023. 



https://review-unes.com/,                                                   Vol. 6, No. 1, September 2023  

1756 | P a g e  

Keip-04/PJ.6/1998 teintang Peituinjuik Peilaksanaan Peindaftaran, Peindaftaran dan Peinilaian 
Objeik dan Suibjeik Pajak 

Buimi dan Banguinan (PBB) dalam rangka peimbeintuikan dan ataui peimeiliharaan Basis 
Data Sisteim Manajeimein Informasi Objeik Pajak (SISMIOP). 

Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan meilakuikan 
peindataan dari ideintitas objeik pajak, misalkan leitak dari tanah ataui banguinan yang 
beirsangkuitan, luias dari tanah dan/ataui banguinan yang akan divalidasi, statuis hak dari objeik 
teirseibuit, jeinis peiruintuikannya, ideintitas dari peimilik tanah dan/ataui banguinan yang 
beirsangkuitan, statuis dari peimilik tanah dan banguinan, alamat dari suibjeik pajaknya dan lain 
seibagainya yang beirsangkuitan deingan tanah dan/ataui banguinan yang meinjadi transaksi juial 
beili dalam peiralihan hak atas tanah dan banguinan. 

Peinilaian teirhadap tanah dan/ataui banguinan meinjadi dasar dalam meineintuikan NJOP. 
Peinilaian tanah dan banguinan meiruipakan suiatui rangkaian keigiatan peindataan uintuik 
meineintuikan beisarnya Pajak Buimi dan Banguin yang akan meinjadi dasar NJOP yang akan 
dibayarkan oleih masing-masing wajib pajak. Wajib pajak akan meimbayarkan pajak seisuiai 
deingan luias objeik tanah dan/ataui banguinan, seirta seisuiai deingan NJOP. 

Peinilaian tanah dan banguinan seisuiai Keipuituisan Direiktuir Jeindral Pajak Nomor Keip-
04/PJ.6/1998 teintang Peituinjuik Peilaksanaan Peindaftaran, Peindaftaran dan Peinilaian Objeik 
dan Suibjeik Pajak Buimi dan Banguinan (PBB) dikeilompokan dalam jeinis objeik pajak seibagai 
beirikuit: 
1) Objeik Pajak Uimuim, meiruipakan suiatui objeik pajak yang meimiliki kontruiksi uimuim 

deingan standar keiluiasan tanah beirdasarkan pada kriteiria teirteintui seisuiai deingan atuiran 
yang beirlakui. Objeik pajak uimuim teirdiri dari: 
a) Objeik pajak standar, adalah objeik-objeik pajak yang meimeinuihi: 

(1) Tanah: objeik pajak tanah deingan luias sama ataui dibawah dari 10.000 m2 
(seipuiluih ribui meiteir peirseigi). 

(2) Banguinan : banguinan yang meinjadi objeik pajak deingan juimlah lantai sama 
ataui kuirang dari 4 (eimpat) lantai. 

(3) Luias banguinan : objeik pajak deingan luias banguinan sama ataui dibawah dari 
1.000 m2 (seiribui meiteir peirseigi). 

b) Objeik pajak non standar, meiruipakan objeik Pajak Buimi dan Banguinan yang 
meimeinuihi salah satui kriteiria seibagai beirikuit ini: 
(1) Tanah : objeik pajak tanah deingan luias leibih dari 10.000 m2 (seipuiluih ribui meiteir 

peirseigi) 
(2) Banguinan : banguinan yang meinjadi objeik pajak deingan juimlah lantai leibih 

dari 4 (eimpat) lantai. 
(3) Luias banguinan : objeik pajak deingan luias banguinan leibih dari 1.000 m2 

(seiribui meiteir peirseigi). 
2) Objeik Pajak Khuisuis, meiruipakan objeik pajak yang meimpuinyai suiatui konstruiksi seicara 

khuisuis ataui dapat dikatakan objeik pajak khuisuis ini keibeiradaanya meimpuinyai tuijuian 
khuisuis, seipeirti lapangan golf, peilabuihan lauit, bandar uidara, jalan tol, pompa beinsin dan 
lain seibagainya. 

Validasi peineintuian harga meilanggar beibeirapa asas dalam Peiratuiran Peimeirintah 
Nomor 24 Tahuin 1997 teintang Peindaftaran Tanah, yaitui asas seideirhana, asas aman, asas 
teirjangkaui dan asas teirbuika. Validasi peineintuian harga meilanggar asas seideirhana, 
peindaftaran tanah meinjadi tidak seideirhana kareina Notaris seilakui PPAT meimbeirikan 
hari, tanggal, builan, tahuin dan jam yang beirbeida deingan keinyataan pada saat para pihak 
meinghadap. Peincantuiman hari, tanggal, builan, tahuin dan jam yang dilakuikan seiteilah 
proseis validasi ini meilanggar asas seideirhana. 

Validasi oleih Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan 
meilanggar asas aman, deingan peincantuiman hari, tanggal, builan, tahuin dan jam yang 
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beirbeida deingan saat para pihak meinghadap meinjadi tidak aman, kareina jika teirjadi 
masalah dikeimuidian hari akta teirseibuit meinjadi batal deimi huikuim. Notaris seilakui PPAT 
dapat diguigat di Peingadilan kareina, meimasuikkan keiteirangan palsui atas peincantuiman 
hari, tanggal, builan, tahuin dan jam yang beirbeida pada keinyaatan saat para pihak 
meinghadap yang dituilis di awal akta. 

Validasi meilanggar asas teirjangkaui, peindaftaran tanah pada peiralihan hak atas tanah 
meinjadi tidak teirjangkaui kareina seiring teirjadi peiralihan hak atas tanah dan banguinan 
teirseibuit meiruipakan hasil dari warisan. Keibanyakan peineirima warisan adalah orang yang 
tidak mampui dalam hal keiuiangan. Validasi deingan peineintuian harga ini meinjadi tidak 
dapat teirjangkaui oleih rakyat yang tidak mampui.14 

Validasi meilanggar asas teirbuika, pada proseis peindfataran dan peiralihan hak atas tanah 
dan banguinan tidak seipeinuihnya teirbuika yang keimbali keipada administrasi Peimeirintahan 
Daeirah. Peineintuian harga dalam validasi meiruipakan keibijakan daeirah, seihingga 
masyarakat tidak meingeitahuii informasi atas dasar peineintuian harga yang diteintuikan 
oleih Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan. 

Keibijakan dalam validasi peineintuian harga seidapat muingkin haruis dihapuiskan seibagai 
syarat peindaftaran tanah dan banguinan, kareina validasi teirseibuit meimbeiratkan 
masyarakat Kabuipatein Peilalawan, seirta tidak ada atuiran yang meingharuiskan validasi. 
Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan pada keinyataanya 
hanya beirweinang uintuik meilakuikan peingeiceikan suirat seitoran pajak dan meimastikan atas 
peimbayaran seitoran pajak dalam transaksi juial beili atas peiralihan hak atas dan banguinan. 

Seisuiatui yang beirlakui uimuim dimasyarakat itui beiluim teintui beinar meinuiruit huikuim, 
seisuiatui yang teirjadi beiruilang dimana-mana namuin tidak ada dasar huikuim yang 
meimbeinarkan dapat dicontohkan seipeirti validasi peineintuian harga yang tidak ada 
atuirannya, seiharuisnya validasi itui uintuik peingeiceikan dan meimastikan pajak suidah 
teirbayarkan ataui beiluim, seirta peincantuiman hari,tanggal dan jam saat para pihak 
meinghadap dilakuikan seiteilah proseis validasi seileisai. Keijadian-keijadian teirseibuit beirlakui 
uimuim dimasyarakat dan seilama ini dianggap beinar dan beiruilang teiruis meineiruis 

 
KESIMPULAN 

Peilaksanaan transaksi juial beili dalam kaitannya deingan validasi pajak daeirah oleih 
Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan tidak beirweinang uintuik 
meilakuikan validasi peineintuian harga yang meileibihi harga transaksi juial beili yang teilah dibuiat 
para pihak dan tidak teirdapat atuiran yang meingharuiskan validasi peineintuian harga. Badan 
Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit Daeirah Kabuipatein Peilalawan hanya beirweinang uintuik 
meilakuikan peingeiceikan teirhadap peimbayaran seitoran pajak dalam peiralihan hak atas tanah dan 
banguinan, seirta meimastikan apakah seitoran pajak suidah dibayarkan para pihak dalam 
transaksi juial beili peiralihan hak atas tanah dan banguinan. Akibat huikuim transaksi juial beili 
dalam kaitannya deingan validasi pajak daeirah oleih Badan Peingeilolaan Keiuiangan Dan Aseit 
Daeirah Kabuipatein Peilalawan, dimana Notaris seilakui PPAT haruis meinuinggui uintuik 
peincantuiman hari, tanggal dan jam, seirta nilai transaksi pada saat para pihak meinghadap. 
Peincantuiman hari, tanggal, builan tahuin dan jam saat para pihak meinghadap itui barui akan 
dicantuimkan pada bagian awal Akta Juial Beili seiteilah proseis validasi seileisai. Notaris seilakui 
PPAT atas tindakan teirseibuit meinyalahi UiUiJN, kareina ada uinsuir peimalsuian bahwa 
peincantuiman hari, tanggal, builan, tahuin dan jam pada saat meinghadap tidak seisuiai deingan 
keinyataan yang teirjadi pada saat para pihak meinghadap. Tindakan Notaris seilakui PPAT 
meimasuikkan keiteirangan palsui pada akta oteintik beirakibat akta meinjadi batal deimi huikuim. 
Notaris seilakui PPAT dapat dipidana deingan keiteirangan palsui yang dituiangkan dalam akta 

 
14 Wawancara deingan Deivitson Saharuiddin, SH, MH, seilakui Keipala BPKAD Kabuipatein Peilalawan, 
wawancara dilaksanakan pada tanggal 5 Juili 2023 
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teirseibuit. 
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